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TEKNOLOGI adalah penerapan pengetahuan ilmiah

untuk tujuan praktis, mencakup alat, mesin, teknik, sistem,

dan metode untuk memecahkan masalah atau mencapai

tujuan tertentu. Contoh: komputer, smartphone, internet,

blockchain, dan AI.

BLOCKCHAIN adalah teknologi yang digunakan sebagai

sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang

terhubung dengan kriptografi. 



Keunggulan blockchain:

❑Transparan

❑Dapat dilacak

❑ Immutable (tidak dapat diubah)

❑Keamanan cyber

❑Disintermediasi

Pada dasarnya blockchain dapat mencatatkan

transaksi aset digital. Smart contract

memungkinkan adanya aturan dalam pencatatan

transaksi.

Sejatinya blockchain bersifat publik, namun dapat 

diterapkan dalam skala yang lebih kecil antara 

para pelaku bisnis dalam satu industri.



UANG DIGITAL adalah uang yang ada dalam bentuk elektronik

atau digital, tidak berwujud fisik, namun dalam bentuk data yang
disimpan di perangkat elektronik. 
Contoh : kartu debit/kredit, dompet digital/e wallet, m banking,
internet banking, cryptocurrency (mata uang kripto 2200 jenis),
kartu prabayar.

ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) adalah komoditi tidak

berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan
informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk
mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan
mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Wallet : media yang dipergunakan untuk menyimpan Aset Kripto
baik berupa koin atau token.

Koin : salah satu bentuk Aset Kripto yang memiliki konfigurasi
blockchain tersendiri dan memiliki karakteristik seperti Aset Kripto
yang muncul pertama kali yaitu bitcoin. 

Token adalah salah satu bentuk Aset Kripto yang dibuat sebagai
produk turunan dari Koin.

(Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 
2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) 
di Bursa Berjangka)



Ekosistem CPFAK*

*CPFAK = Calon Pedagang Fisik Aset Kripto



Bursa, Kliring, Kustodian Aset Kripto 

❑ Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 

tentang Persetujuan Sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto kepada PT Bursa Komoditi 

Nusantara atau Commodity Future Exchange (CFX)

❑ Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-LKBAK/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 

tentang Persetujuan sebagai Lembaga Kliring Berjangka untuk Penjaminan dan Penyelesaian 

Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto kepada PT Kliring Berjangka Indonesia

❑ Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-PTPAK/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 

tentang Persetujuan sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto kepada PT Tennet 

Depository Indonesia



Korupsi & Tindak Pidana Korupsi

Perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak 

sah memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan, dengan 

cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya. (Transparency 
International)

❑ Kerugian Keuangan Negara

❑ Suap-menyuap

❑ Penggelapan dalam jabatan

❑ Pemerasan

❑ Perbuatan curang

❑ Benturan kepentingan dalam pengadaan

❑ Gratifikasi
(Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) 



Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang (Pasal 1 ayat (1)).

TPPU : Pasal 3, 4, dan 5 

Pasal 3:
❑ Setiap Orang; 

❑ yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, 

menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat 

berharga atau perbuatan lain; 

❑ atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 2 

ayat (1)); 

❑ dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.



Pasal 4, Pasal 5, dan Tindak Pidana Asal/Predicate Crime 

Pasal 4 

❑ Setiap Orang; 

❑ yang menyembunyikan atau 

menyamarkan asal-usul, 

sumber, lokasi, peruntukan, 

pengalihan hak-hak, atau 

kepemilikan yang sebenarnya;

❑ atas Harta Kekayaan yang 

diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil 

tindak pidana (Pasal 2 ayat 

(1)); 

Pasal 5 :

❑ Setiap Orang;

❑ yang menerima atau menguasai 

penempatan, pentransferan, 

pembayaran, hibah, sumbangan, 

penitipan, penukaran, atau 

menggunakan;

❑ Harta Kekayaan yang 

diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil 

tindak pidana (Pasal 2 ayat (1)).



Tahapan Pencucian Uang



Pengaruh Teknologi dan Uang Digital 
dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang

❖ Teknologi dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak kriminal termasuk korupsi dan pencucian

uang. Seiring kemajuan teknologi digital, modus korupsi & pencucian uang menjadi semakin canggih,

kompleks dan berskala internasional. Berdasarkan NRA TPPU Tahun 2015 crypto currency sebagai

emerging threat di Indonesia. Penggunaan bitcoin digunakan untuk alternatif pembayaran transaksi

properti, kendaraan mewah dan akomodasi. Transaksi perdagangan kripto di Indonesia sebesar

Rp854,9 triliun (2021) dan Rp279,8 triliun (2022).

❖ Laporan PPATK, kripto dikategorikan risiko menengah (medium) atas pencucian uang.

❖ Chainalysis (perusahaan analisis blockchain berbasis di AS, didirikan tahun 2014, terkenal karena

berkolaborasi dengan AS dan pemerintah lain dalam penyelidikan terkait kripto) penggunaan

cryptocurrency dalam pencucian uang meningkat 30% (Rp 123,6 triliun tahun 2021) sebagian besar

berasal dari penipuan, pencurian, operator malware, dll



NRA TPPU 2021
*NRA= National Risk Assessment



Kasus di Indonesia 
(INDRA KESUMA Als. INDRA KENZ)



Contoh Kasus Pencucian Uang Terkait Aset Kripto 
di Negara Lain

AMERIKA SERIKAT: 

❑ Pengadilan Distrik Washington DC mengadilii Sim Hyon Sop, 

perwakilan North Korean Foreign Trade Bank melakukan 

pencucian uang menggunakan aset virtual. Sim berhasil meraup 

Rp117 miliar. 

❑ Silk Road: Darknet e-commerce, terutama narkoba, pembayaran 

menggunakan Bitcoin. Tahun 2013, pendirinya, Ross Ulbricht 

didakwa salah satunya pencucian uang. Dalam proses penutupan 

Silk Road, FBI menyita dan melelang 144.336 Bitcoin yang 

menghasilkan $48,2 juta

❑ Agustus 2022, Tornado Cash (platform mixer crypto) dijatuhkan 

sanksi oleh SDNY melakukan pencucian uang menggunakan aset 

kripto senilai Rp 107,1 triliun

China : 63 orang ditangkap melakukan 

pencucian uang dengan kripto mencapai Rp25,1 

triliun sejak Mei 2021. Kelompok tersebut 

menggunakan berbagai macam skema dari 

piramida, penipuan, dan perjudian.

India : Kasus TPPU terkait kripto berhasil disita 

Rp1,7 triliun.

Singapura: Kasus TPPU terkait kripto berhasil 

disita S$1.2 miliar (Rp 43,68 T) .



Regulasi terkait Aset Kripto di Indonesia



Aset Kripto
yang Dapat Diperdagangkan

Source: 

1. Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020

2. Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022

229

383

2020

2022

https://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti/detail/blog-single.html
https://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti/detail/blog-single.html
https://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti/detail/blog-single.html


Exchanger Berizin di Indonesia



Hal-hal yang Perlu Diperhatikan oleh PFAK



Teknologi dan Uang Digital Menciptakan Tantangan Baru dalam 
Penanganan Kasus Korupsi dan Pencucian Uang

PSEUDO ANONYMOUS DAN ANONYMOUS TRANSACTION

Sulit melacak identitas, sumber, dan tujuan

transaksi/aliran pencucian uang yang menggunakan

aset kripto.

▪ wallet address yang tidak terdaftar dalam legal

exchanger,

▪ mixing/coin joins,

▪ chain hopping, privacy coin, dan

▪ OTC (Over The Counter) transaksi dalam jumlah

besar Rp 1 M – Rp 10 T

TERBATASNYA KAPASITAS DAN PEMAHAMAN APARAT

PENEGAK HUKUM TERHADAP TEKNOLOGI DIGITAL

CRYPTOCURRENCY

❑ Diperlukan Pelatihan Bersama Peningkatan

Kapasitas APH

Sejak 2022, KPK mengadakan pelatihan penelusuran,

penggeledahan, dan penyitaan mata uang kripto bersama

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), guna

meningkatkan kualitas penyidik dengan peserta dari PPATK,

Polri dan Kejaksaan Agung.



Saran dan Tindak Lanjut

❑ Tersedianya Tool Kit bagi Aparat Penegak 

Hukum

▪ Teknik Investigasi Keuangan yang Melibatkan 

Crypto;

▪ Perolehan Bukti Transaksi Digital (Khususnya 

Public Ledger); 

▪ Asset Tracing (Domestik dan Foreign); 

▪ Asset Recovery (Penyitaan dan Perampasan) 

Crypto Asset.

❑ Public Private Partnership dalam Penyusunan 

Regulasi Aset Kripto yang Holistik

❑ Meningkatkan Teknologi 
▪ Menggali data guna meningkatkan efektivitas 

penanganan kasus korupsi dan pencucian uang 
terkait uang/aset digital termasuk pengidentifikasian 
pelaku transaksi dan Beneficial Owner;

▪ pendeteksian pola transaksi aset kripto 
mencurigakan dan transaksi ke luar negeri.

❑ Memperkuat Kerja Sama Stakeholders 
▪ Dalam Negeri;
▪ Luar negeri (MLA baik G to G atau Agency to 

Agency) dalam penanganan kasus korupsi 
dan pencucian uang terkait uang/aset digital.

➢ Financial Action Task Force on Money 
Laundering and Terrorism Financing (FATF), 

➢ FIU, 
➢ Egmon Group, dll. 
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